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UUD 1945 DAN PRAKTERK ADMINISTRASI NEGARA RI
Seperti dimaklumi dalam pelaksanaan UUD 1945 semenjak 5 Juli
1959 sampai sekarang, pembentukan Kabinet dan Departemen-
dep’dft’em'gn merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga pernah ada
Kabinet. dengan'l(}() Meanteri. Demikian pula ‘mengadakan jabatan
Menko, Menterz Negara (yang tidak memimpin Departemen), Menteri
Muda, di samping Menteti yang memimpin Departemen, tergantung
sepenuhnya dari Presiden, UUD 1945 dalam penjelasan dengan jelas
merumuskan kualifikasi seorang Menteri, yaitu: “Meskipun kedudukan
Menteri Negara tergantung dari Presiden akan tetapi mereka bukan
pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama
menjalankan kekuasaan pemerintah (power execntive) dalam prakeek. -
Sebagai pimpinan departemen, Mentesi tentunya mengetahui seluk
beluk lingkungan pekerjaanaya. Karenanya, menteri-menteri
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mempunyai peagatuhrbesar terhadap Presiden ‘dalam menentukan
politik negara yang berkaitan dengan departemennya. Memang yang
dimaksudkan jalah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara.
Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam
pemerintahan negara, para'menteri bekerja sama satu sama lain seerat-
eratnya di bawah pimpinan Presiden. Dalam prakeek penilaian seorang
calon Menteti tergantung sepenuhnya pada Presiden, mungkin ]ug’t
ditambah dengan menggunakan pertimbangan psikologis politis: ‘Di
Amerika Serikat, departemen ditetapkan olch Kongres, sehingga, jika
ada penambahan satu departemen baru, hal itu harus disetujui oleh
Kongres. Jabatan-jabatan penting. seperti Secretary (Menteri), Duta
Besar dan lain-lain harus ‘dengan’ konfirmasi Senat, setelah Senat
mengadakan penelitian- langsung dengan calon pejabat yang
bersangkutan, Dalam praktek di Indonesia, Presiden j juga mempunyai
hak pxerogamf membentuk Lembaga Pemetintah non-Departemen serta'
Dewan-dewan tingkat pemerintahan Pusat; mengubah Kepala
Lembaga Pemerintahan non: -Departemen menjadi- Menteri Negara;
mengangkat. Menteri dan pejabat tinggi lainnya. Meskipun di dalam
UU No. 8 tahun 1974 tentang Kepegawaian negara, secara jelas
diadakan pembedaan antara “Pejabat Negara” dan “Pegawai Negeri
RI™ Dengan demikian wewenang Presiden dalam: mengatur aparatur
pemérintahan di tinglat pusat sangat besar. -
~Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonema (sekarang TNI
dan Polri) adalah pegawai. negerl dan merupakan jabatan militer,
Pejabat negara adalah semacam “jabatan politik”, baik yang d1p111h
ataupun yang-diangkat, seperd anggota DPR/MPR, DPA, BPK dan
MA, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan Duta Besar, Gubernur/
KDH I, dan Bupad, Walikota/KDH 1l Kepala-kepala “Lembaga
Pemerintah non-Departemen” dijabat oleh pegawai negeri (ABRI dan
PNS} seperti Pangab dan semua Kepala Lembaga Pemerintah non-
Departemen lainnya. Sedang Lembaga Pemerintah non-Departemen
yang bertanggung jawab langsung pada Presiden adalah Kejaksaan
Agung, BAPPENAS, LAN, BAKN, BKPM, BKKBN, BAKIN, Arsip
Nasional dan lzin-lain. Kasus pengangkatan kepala lembaga
pemetiniah non-Departemen menjadi Menteri, seperti BKPM (walctu
dijabat Hamzah Haz) dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup {waktu
dijabat Dr. Panancian Sireoar). sehenarnva mencampuradukkan




o pejabat negara dan jabatan pegawai negeri, padahal Kepala Lembaga

-non—Departemen Pemermtah dimaksudkan sebagai jabatan karier dan
~ dijabat. oleh. seorang profesxonal di bidangnya. Namun bila Kapolri
-iangsung bertanggung jawab kepada Presiden, tidak berarti ia menjadi -
pe)abat negara atau pejabat, politik. Mengamati kenyataan di atas,
pemikiran dan penataan yang lebih jelas tentang lembaga kepresidenan,
. tentang pembentukan . Departemen Lembaga Pemerintahan .non- -
: Depaitemen Dewan-déwan tingkat pemerintahan pusat, serta

pz:osedur pengangkatan pe;abat teras pemermtah sangat dlperluhan e

dl masa yang akan datang

= UUD. 1945, seperti dmyatakan oich ‘f}‘bzmdzng faz‘bm“ Repubhk i,
dxb_._uat fleksibel agar kebutuhan dazi waktu ke waktu dapat diserasikan
melalui TAP-MPR, sekarang-kurangnya 5.tahan. Jiwa UUD 1945 jelas
menganut. kedaulatan rakyat -dan pembagian tugas. antara legislatif,
~ eksckutif ‘dan yudikatif secperti menyatakan adanya' “Kekuasaan
Pemerintahan Negara” dan “Kekuasaan Kehakiman”, Legislatif
berada pada DPR dan yang lebih tinggi adalah MPR, karena itu UUD
1945 tidak menyatakan DPR sebagai satu-satunya kekuasaan legislatif.
Sayangnya, UUD 1945 sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sampai
sekarang belum pernah dilaksanakan secara “murni dan konsekuen,”
padahal UUD 1945 bukan tidak bisa diamandemen atau diperbaiki
rumusannya. Yang perlu dikaji, bagaimana agar “kekuasaan. Presiden
bukan tidak terbatas” -dan DPR serta MA berfungsi sebagaimana
diharapkan dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat dan
supremasi hukum. Departemen di bawah kekuasaan Presiden dan lain-
lain pengaturan/penjabaran UUD 1945 dapat pula dilakukan dengan
TAP MPR.

Dalam. rangka hak prerogatxf Premden itu, pada tahun 1967
dibentuk Departemen Pertzhanan dan Keamanan serta jabatan
Panglima ABRI. Kedua jabatan Menteri dan Panglima dirangkap oleh
satu orang. Mulanya Jeaderal Soeharto kemudian Jenderal M.
Panggabean, lalu Jenderal Jusuf. Setelah itu jabatan Menteri
Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI dipisah, mulai dengan
Jenderal Poniman sebagai Menhankam, Jenderal Benny Murdani
sebagai Pangab, saat Menhankam dijabat jenderal Benny Murdani,
Jenderal Try Sutrisno menjabat Pangab, menyusul Jenderal Edi Sudrajat
menjabat Menhankam, Tenderal Feisal Tanjung sebaeai Panegab. Dalam



. Kabinet Pembangunan V11, jabatan Menhankam' dan Pangab dijabat
kembali oleh ‘satu orang, yakni Jenderal Wiranto. Perangkapan kedua
;abatan itu-diteruskan dalam Kabinet:Reformasi Pembangunan,
Sebelum Orde Baru ada jabatan ‘Menteri Pertahanan, Menko
Pertahanaﬂ dan Keamanan dan Kasab, kesemuanya tidak memiliki
wewenang komando, fungsinya hanya sebagai'staf dan koordinatos; '
sedangkan Leputusan (demzo;:r mmémg czm‘bmgy) ada pada Presxden

PERKEMBAN GAN RINGKAS POLRI : :
““Berbeda dengan Peta, Gyu-Guan dan HeiHo yang dibubarkan setelah
jepang kalah dalam Perang Dunia T, Kepolisian tetap besfungsi.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kepolisian secara spontan menjadi
- Kepolisian Republik Indonesia. seperti-M. Yasin yang memegang |
jabatannya  di Surabaya, selain itu ada yang- secara nyata mengambil
alih'dari pemerintah Jepang: Pada 29 September 1945, R S Sockanto
chancrkat men}adx Kepala Kepolisian Pusat. :
“Dalam masa’tevolusi fisik, pada 1 Juli 1946 dibentuk }awatan
Kepolisian Negara RI; dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara
(KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri,
Inilah“saat lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia yang mencakupi
seluzah’wilayah RI dan seluruh tugas Kepolisian. (ini dinyatakan
kembalicoleh Menhankam Jenderal Witanto pada 1 Juli 1999). Sejak
itu hati lahir Kepolisian Nasional Indonesia tersebut diperingati sebagai
Hari Bhayangkara setiap tahun dengan Inspektur Upacara Presiden,
Wakil Prestden atau Perdana Menteri: Organisasi Polti semenjak itu
utuh dari pusat sampai ke kecamatan, yang secara hierarkis dipimpin
oleh Kepala Kepolisian Negara, Kepala Penilik Kepolisian, Kepala
Kepolisian Provinsi, Kepala Kepolisian Kabupaten, Kepala Kepolisian
Distrik (Kewedanan) dan Ix_epaia chohsmn Onderdlstrzk (Keca-
matan). .
Dalam masa revolusi fisik, selain meiaksanakan tugas- rutin
Kepolisian, Kepolisian Indonesia secara aktif ikut mempertahankan
kemerdekaan bersama Angkatan Perang dan rakyat pejuang (seperti
Polisi Istimewa dalam Peristiwa 10 November 1945, Sumatera Utara
dengan Benteng Huraba, Sumatera Barat dengan Front Palupuh dan
cohadgainug) Setelah RS Soekanio meniahbat sehaoat Kermala Kenolisian




-~ RIS sclama 7. bulan semen]ak 17: Agustus: 1950, dalam sistem
demokrasz pariementer R.S. Soekanto men}abat kembali sebaoai -
. Kepala Kepolisian Negara RI; dan terus bertanggung jawab kepada
Perdana Menteri. Yang menarik dalam masa yang singkat dari negara
federal RIS, beberapa Kepolisian Negara bagian membubarkan diri
dan’ bergabung 1angsuncr di. bawah Kepala Kepolisian RIS, o
Sebagal Jawatan: Kepohslan Negara yang, bertanggung }awab
iangsung Lepada Perdana Menteri,: Polri adalah independen, baik

operasional maupun pembmaan Pada Kabinet (kantor) Perdana -

Menteri terdapat Biro:Keamanan . yang’ membantu Perdana Menten
di-bidang Kepolisian. Dari kriminalitas, sampai spionase. (kasus,
Jungslaeger dan Schmidt), teronsme (peristiwa-Cikini dan lam-lam)
dztangani Polisi tanpa ada intervensi dagi instansi lain.

.- Scbagal aparat penegalk hukum, pejabat atasan Polri juga tidak boleh__ _

mengmterve_nsx bila “ada kasus penyidikan yang ditangani bawahan.”

Kesatuan atasan hanya membeti bantuan teknis bila diperlukan. Polri
secara langsung dapat mengirim anggotanya keluar negeri, bila ada
kejahatan internasional yang menyangkut-Indonesia. Dalam.bidang
pembinaan, Kepala Kepolisian Negara menetapkan susunan organisasi
perencanaan kebutuhan personel, pendidikan dan pelatihan, kebutuh-
an “materiil (seperti. Laboratorium dan.Identifikasi Forensik,
Komunikasi Elektronik, Kapal Patroli Polisi, Pesawat Udara, Police
Vehicles dan lain-lain). Semenjak ' 1950 sampai 1959 Polri di bawah
RS. Soekanto berkembang menjadi Kepolisian modern dengan anggota
vang cukup secara kuantitatif, profesional, serta betpegang pada
pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya serta
doktrin Tata Tentram Kerta Rahardja.

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, Kepala Kepolisian Negara d1angkat
menjadi Menteri/KKN, kemudian Menteri/Panglima Angkatan
Kepolisian dengan Departemen tersendir. Tahun 1961 Polri dinya-
takan bagian dari ABRI. Sebagai Menteri/Panglima, Polri tentunya
terus bertangpung jawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI
dalam sistem UUD 1945. Dengan tetjadinya peristiwa G-30 S/PKI
dan jatahnya Presiden Sukarno, Orde Baru di bawah pimpinan Ketua
Presidium Kabinet Jenderal Soeharto (kemudian Pejabat Presiden pada
tahun 1967 dan Presiden pada tahun 1968), integrasi ABRI diperketat
dengan alasan bila ABRI pecah maka negara bisa pecah. Kedudukan



. Meiteri ‘dan sebutan Panglima bagi AD, AL, AU dan Polti dihapus.
Pada tahin 1967 d1c1ptakan ;abatan Menterl Per‘cahanan dan g
' _Kc-:amanan dan Panghma ABRI i L R e

' P@LRI DI BA‘WAH P&ENHANKAM/ PAN GAB 1969 — 1999 _
Integrasz ABRI pasca -G 30.S/PKI pada. mulanya dlmaksudkan_
_untuk menyatukan mental kquangan dan’ miliransi. ABRIL Pada 1 Juli

/ 1969 Sebutan Panghma Angkatan Kepolisian (Pangak): dlkembahkan__ '

men;ach Kepala Kepolisian Neégara RI tapi- singkatannya bukan:lagi .
KRN seperti-pra 1969 (kalau terus- digunakan KKN, tentu dapat
membingungkan dengan KKN singkatan® Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme sekarang) tapi Kapolri. Tanggal 5 Oktober 1969, sebutan
PANGAD, PANGAL dan PANGAU juga diganti dengan KASAD,

KASAL dan KASAU. Pada hari it AL dan AU untuk pertama kali
memakal ‘tanda TN dikrag kemeja, sedangkan Polri memakai tanda
Pol. Maksudnya agar jelas*beda antara ‘Angkatan Perang (TINI) dan
Kepohsmn ‘Namun dalam pelaksanaannya, integritas “berlebihan”
dengan segala ketentuan angkatan perang juga dibeslakukan bagi Polr,
seperti ‘pendidikan; sistem anggaran dan keuangan; materiil dan lain
lain.: D1tambah lagi setelah dimulainya sistem perencanaan dan
angoaran pembanvunan dengan REPELITAT, anggatan pembangunan
Polri-dipusatkan di Mabes ABRI Di sinilah mulai kemerosotan Polti;
karena kekeliruan penjabaran iategritas ABRL Karena Polri tunduk
pé&a Panglima ABRI, di mana Wakil Panglima ABRI merangkap
Pangkopkamiib maka intervensi TINI dalam tugas operasional Polxi
tidak dapat dihindarkan, termasuk operasi sangat represif Polri yang
diatur dengan Undang-undang (kemudian KUHAP). - '

* Mengenai kemunduran Polri, karena kekeliruan penerapan integritas
ABRI, terlalu panjang untuk diuraikan dalam naskah ini. Dalam tulisan
ini ~akan éisampalkan bc’oerapa contoh sa} e o

1. Di selurub dunia mengukur jumlah Polisi selalu menggunakan
“Police Population Ratio”.- PBB menetapkan pedoman I : 500,
walaupun banyak negara sudah menggunakan ratio I : 400 dan
ada:1 : 350. Pada permulaan kemerdekaan, ratio Polri sudah
mendekati 1 : 506, tani dalam 30 tahun terakhir ini terus menurun



5 ::hmgga se:kaxang men)adli 1200, adj termasuk Kepolisian terkecil
o '-Slsiem Penchdikan Poin Antaga lam karena Lebx;aksmaan ‘satu
s araply Akpol dan Seskopol pernah-disatukan di bawah “Dan;cn
- Akabri” dan-“Dansesko ABRI. Sar]ana wajib militer (ABRI) bagi
Ll _*'yang akan men]qdl LetnanT dan Letnan 11 Polri. Karena Polri bukan
militer, Polri tidak ikut pendidikan dalam rangka Ler]a sama militer

: -:-':-(Angkatan Pemng) dengan negara sahabat.. Di saat -Angkatan
*i :Perang 'mendapat:“granss™ seperti kapal-dtau pesawat udara (bagi
ALy dan juga péraiatan lainnya bagi AD dan AU, Pold ‘sampai
- ‘dengan masa penulis:menjabat Kapolri juga tidak ikut serta dalam
bantuan teknik dengan negara-negara 1GGIL. Anggaran Polri untuk
~ipendidikan luar negeri juga hampir - tidak ada, sehingga Polri

- menjadi terbelakang dalam profesinya. Karena itu berbagai-teknik =

- dan takik serta teknolog1 Kepolisian yang telah berkembang pesat
- di dunia, seperti teknile dan taktik kriminal, tekaik dan taktik Polisi
~lalu-lintas, laboratorium dan identifikasi forensik dan lain-lain tidak
dipunyai oleh Polri. Singkarnya seperti yang chamatl Menhankam/
Pangab Jenderal M. Jusuf pada tahun: 1976 :
a. Kemampuan teknis profesional Polii telah menurun dan
‘b. Polri telah kusang . responsif dalam membeﬁl\an pelayanan
* kepada masyarakat. : SN &
' Sementaxa Jendral Wiranto mengatakan bahwa SILap dan penlaku
anggota Polr telah menjadi “militeristik”. :

3. Perlengkapan Kepolisian {teknologi Kepohsxan) teiah tidak
‘memadai. Sebagai contoh bila pada dekade 50-an Polri telah
memiliki kapal-kapal Polisi berukuran 500 ton, sekarang satupun
tidak ada Ingi. Bahkan waktu Presiden Socharto yang dihadiri
Mentistek/Dirut PT. PAL Prof. DR. B]. Habibie menyetujui 2
kapal Polisi berukuran 400 ton (yang dibangun di Jerman dan
diselesaikan di PT. PAL), ketika selesai, kapal 1tu diserahkan
Pangab kepada ALRI. Bahkan setelah ALRI mendapat 39 kapal
perang ex Jerman Timur, kedua kapal tersebut tidak pula
diserahkan pada Polri.

Sejak lama Polri menyatakan bahwa Polri bukan Angkatan Perang,

melatnlram alat aegare maneoalr hialelim vane hatrie mefoatramd



melindungi dan-melayani masyarakat, dan oleh karena itu Polri
mengusulkan agar ia diberikan otonomi operasional (sesuai peraturan
perundangwun&angan yang bedaku) dan otonomi pembinaan terutama
perencanaan‘dan janggaran personel; pendidikan dan materiil. Usaha
' Polri tidak 'ménghasﬂixan “political will” Pemerintah sampai tahun' 1997,
Semientara itwpara pakar, tokoh masyarakat mula1 menuntut agar Polri.
'dikeluarlxan dari ABRI. - S
Akhxmya dengan pernyataan: Menhankam / Pangab jendral Wlmnto
'._pa_q_ia_ Oktober:1998, Polri.akan dikeluarkan dari ABRI dan mulai 1
“Aptil1999 dengan Inpres 2 tahun 1999, Jendral Wiranto memisahkan
Polti'secara strukrural ‘dari ABRI, sebuah proses dimulainya menuju
Polri mandiri. Dalam masa transisi Polri diletakkan di bawah
Menhankam, pemindahan wewenang pembinaan pertanggungjawaban
_yang selama ini dipegang Pangab. Penulis peenah mengusullkan, uatuk
kejelasan wewenang dan tanggung jawab, agar dindakan pemisahan
jabatan Pangab dan Menhankam yang dirangkap Jendral Wiranto. Ini
tidak ‘terjadi. ‘Hal itu tidak masalah asal saja tidak ada kekaburan
hubungan Panglima TNI dan Menhankam dalam operasional dan
pembinaan Polri. Menhankam, menurut lapres 2, 1999, harus
mempersiapkan proses menuju Polri mandiri, hal ini menyangkut
perabahan. atau penyesuaian undang-undang tentang Hankamneg,
tentang keprajuritan dan undang-undang tentang Kepolisian Negara
RI No: 28, 1997, Penulis menyatakan bahwa substansi UU No. 28,
1997 sudah baik, yang perlu diubah adalah ke-ABRI-annya dan
kedudukan Pangab dan Menhankam. Dalam periode Polti di bawah
Menhankam sebenarnya kemandirian Polri di bidang operasional,
khususnya fungsi represif-yustisiel sudah harus dimulai. Demikian pula
di'bidang ‘pembinaan, Polri harus mulai menyusun rencana dan
anggaran untuk }angka panjang, jangka sedang dan ]angka pendek (1
tahun),

EEMANDIRIAN POLRI PASCAPEMISAHAN DARI
DEPHANKAM

Belum lagi dapat terlaksana secara penuh pemisahan Polri dan ABRI
telah timbul di media massa berbagai gagasan tentang Polri di masa



© depan. Gagasan terscbut bcitentangan dengan fungsi Kepolisian dan .
" sejarah Polri.. Padahal seluruh kedudukan dan organisasi Kepolisian di
~“dunia merupakan perkembaﬁgan dan masa.lalu. dan: terkait langsung -

'éﬁngan sistern adrmmstram negara. dan negara yang bersanghkutan, Sebab -

Lt 11amp1r ridak ada- persamaan Ledudukan dan orgamsam Kepohsxan' '
_ antatnegara di dunia. St e :

- Amerika Serskat yang scrmg digunakan sebagai contoh oleh' :

- jbebempa pakar adalah unik, karena sejatah “local autonomy. {yfz‘effz yang

B / berlx_embmg selama 200 tahun dar.l bawah- mengenal Conntry Police,

- City Police, Sbenff Siate Polz.fe dan di ungkat Federal, FBI, Narcotic’s -
" Burean; Secret Service, sehmgga jumlah otganisasi Kepolisian di-AS lebih

dari seribu dengan beraneka ragam uniform dan warna kendaraannya,
Hukum pidananya pun berbeda-beda di antara negara bagian, sehingga

40 tahun yang Ialu periu dibuar “Uniforn Cripre Reporting Syster . S1stem_._ S

ini:berjalan di- AS. Tapi waktu dlteraphan di. Filipina, sistem AS ini
menimbulkan banyak masalah, sehingga Filipina mengubahnya,
pertama dengan ‘Tm‘qgmz‘ed Ngizanal Police”, dan akhimya “The Philipine
National Police’.

- Demikian pula]epang yang sebcium Perang Dunm II sudah mem1hk1
Nm‘m:rza/ Police, dipaksa AS untuk menganut /focal police systern. Nyatanya
hal dtu juga tidak cocok dengan Jepang schingga Jepang kembali kepada
National Police. Memang, semenjak 20-40 tahun terakhir ini Kepolisian
di dunia mengarah ke Nationa! Police Sysienr dan di negara federal
dibentak Nationally Coordinated Polics”. Malaysia, negara federal,
memiliki-kepolisian-nasional yang kuat dan baik. Jerman yang negara
federal, kepolisiannya terkoordinasi dengan baik secara nasional,
tetlihat antara lain lewat seragam yang sama, warna mobil poiisi yang
sama dan lain-lain. - e :

Berbicara tentang Kepolisian Indonesia masa depan, kita tidak boleh
asal “contek”, selain juga tidak boleh mengubah secara sembarangan
dengzn dalih otonomi daerah, yang undang-undangnya baru saja
disahkan. :

Kita harus mempelajari sejarah kepolisian di Indonesia,
perbandingan dengan kepolisian negara-negara lain dan ddak kurang
pentingnya adalah sistem dan prakeek administrasi negara kita, di mana
“Administrasi Kepolisian” merupakan “sub-sysiens”. Jangan Iupa, sebagat



alat negara penegak hukuin, I&epohman juga merupakan subsistem
dati“sistem peradilan’ pidana(criminal Jastice syster). Dalam bidang
pertahanan dan'keamanan, Polii terkait pula dengan Angkatan Perang
(TND),’ khususnya dalatm keadaan dararat sipil, “darurat militer dan
darurat ‘pesang. Dengan pertimbangan tezsebut di atas dan dengan
memperhatikan lingkungan internal Polri sendiri‘dan lingkungan
sttategis nasional, regional, dan global; seyogianya polisi kemibali
berada di bawah Presiden seperti pada masa 1 Juli 1946 hingga 1969. -

- Tidak benar bahwa sémua organisasi yang langsung berada di bawah
Presiden p1mpmannya harus Menteri sebagai pejabat negara (UU No.
6, 17974) ‘atau jabatan politik.” Sepcrtz diuraikan di atas tadi; banyak
sekali' Lembaga Pemeérintah non-Departemen yang dipimpin: oleh
pé}ébét’katiér'yang'p’ro:fes:io'nal yahg langsung berada di baWa‘h

Presiden, Lembaga Pemerintah non- -Departemen yang sejalk dulg.

diadakan’maksudnya adalah ‘agar pimpinannya bukan pejabat poimk

Tantang Kepolisian Nasional yang utuh dan Mabes Polzi sampai ke
pos ‘polisi, sering disalahartikan dengan alasan demokratisasi dan
otonomi daerah. Sering dilupakan (walaupun telah dijelaskan. dalam
UU No. 28,1 997) bahwa fungsi utama Polsi' ada 3 yaitu represif,
preventif dan preemptif {yang akhir-akhir ini sering disebut “diress
prevention” dan “indirect prevention’). Di bidang represif yustisiel, seorang
penyidik Polsi yang sedang melakukan penyelidikan dan. penyidikan
tidak ‘boleh diintervensi termasuk oleh kesatuan atasan Polri sendiri.
Ini yang ingin kita tegakkan di negara ini, agar supremasi hukum menjadi
realita. Karena penyelidikan dan penyidikan memerlukan kemahiran
Scientific Criminal Tnvestigation” atau “Kriminal Tehnik dan Kriminal
Taktik”, maka kesatuan atasan (Polda bagi Polres dan Mabes Polri
bagi Polda) dapat memberikan bantuan teknis (back up operation) bila
dipetlukan. Untuk menegakkan hukam yang adil, tanpa diskriminasi,
pengayoman, petlindungan dan pelayanan langsung kepada masyarakar,
Polri akan Iebih memberdayakan polres-polres sebagai Komando
Operasional Dasar (KOD) dengan memilih Kapolres secara selektif,
melengkapi dengan staf dan personel yang gwalified, perlengkapan yang
memadai, serta mendelegasikan wewenang yang luas agar bersama
Kepala Daerah dan perangkat Pemerintahan Otonomi ngl\at i dapat
merupakan kesatuan pemerintahan yang kompak.



‘Guberaut dan DPRD 1« sekarang pun ‘dapat setap saat'meminta
keterangan dan: pen]elasan Kapolda (Kapolres di tingkat 1I) tentang
keadaan kéamanan:dan keteriiban masyarakat di-daerah yang
bersangkutan, serta. memberi saran-saran. - Keutuhan organisasi Polri
 dari:Mabes Polri sampai ke pos polisi tidak akan mengurangi otonormi
daerah, bahkan memberi jaminan keamanan dan ketertiban di daerah
terscbut karena segala sesuatunya akan seialu siap:dibantu -oleh
--kesatuan atasan  Polsi.- i ! 4

" Oleh karena it tzdak peﬂu secara panjang: Iebar d1ura1kan ch sini;
bahwa kejahatan di dunia, termasuk di Indonesia, telah sejak lama
tidak mengenal batas negara, apalagi batas Propinsi dan Daerah
Tingkat 11. Pencurian mobil hati ini di Jawa Timur dalam wakw yang
singkat dapat pindah ke Sumatera, belum lagi kejahatan yang

. menyangkut beberapa Daerah Tingkat II, atau beberapa Propinsi. -

Kemajuan teknologi transportasi dan informasi yang cepat berkembang
akan mempercepat mobilitas penjahat dan kejahatan di masa depan.
Kejahatan natkotika, uang palsu, kejahatan berkelompok (walaupun
belam “vrganized crime ala mafia’) akan meningkat secara kuandtatif
dan kualitatif.

KEMANDIRIAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL
POLRI
Polri Mandiri dapat diartikan:
a.  Mandiri operasional dan pembinaan sudah dapat dimulai
semenjak di bawah Dephankam sekarang ini;
b.  Mandiri dalam arti Polti cukup jumlah personel {menuju
1:750, misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota
(keahlian, keterampilan dengan kode etik sebagal
pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat),
kelengkapan peralatan (dengan teknologi Kepolisian yang
canggih), kesejahteraan anggota Polri, dan sebagainya,
tentu akan memetlukan waktu yang lebih panjang,

Untuk kemandirian a dan b tersebut di atas, diperlukan reformasi
Polti dengan Pola dan Rencana Pengembangan yang jelas serta



komitmen dariseluruh jajaran Polri, terutama para pimpinan Polri dari
pusat sampai ke.daerah. Pejabat pimpinan Polii harus menyadari bawa
Polri sekarang dalam “momentum’. bersejarah menuju. Polri mandiri
yang profesional, Polri imodern yang didambakan oleh. seluruh
- masyarakat; Polri: ddak mungkin berhasil, tanpa dukungan pimpinan
pemermtahan MPR, DPR, tokoh-tokoh partai politik dan organisasi
kemasyarakatan. Memberday‘akan dan membangun kepolisian .di:In-
donesia tidak untuk kepentingan Polyi sendiri namun untuk keamanan;
keteruban dan kescjahteraan seluruh rakyat Indonesia. sekamng dan
d1 masa mendatang Semoga :
i SN jakarw juh 1999




